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Article Info Abstract

Keywords: Domestic violence is a critical issue affecting many individuals and
Restorative Justice families in Indonesia, with varied impacts across urban and rural
Kekerasan Domestik areas. This study examines the implementation of the Restorative

Penerimaan Masyarakat  Justice approach in resolving domestic violence cases in these
contexts and identifies factors influencing its effectiveness. Using a
mixed-methods approach, the research combines quantitative
analysis through surveys and qualitative insights from in-depth
interviews. Data were collected from 300 respondents, including
victims, offenders, and mediators, from urban and rural settings,
alongside interviews with key stakeholders. The findings reveal
significant differences in acceptance and satisfaction with
Restorative Justice processes between urban and rural populations.
In urban areas, higher legal awareness and access to trained
mediators contribute to a 70% satisfaction rate, reflecting better
participation and understanding of the process. In contrast, rural
areas exhibit a lower satisfaction rate of 50%, hindered by cultural
norms, limited legal knowledge, and a shortage of qualified
mediators. Despite these challenges, Restorative Justice shows
promise in addressing domestic violence by fostering dialogue,
accountability, —and  reconciliation,  emphasizing  victim
empowerment and offender rehabilitation. This study underscores
the necessity of adapting Restorative Justice practices to local socio-
cultural contexts to enhance effectiveness. Recommendations include
developing tailored mediator training programs, increasing public
awareness, and integrating community leaders into the process to
build trust and legitimacy. The research contributes to the discourse
on legal reform by highlighting the potential of Restorative Justice
to create a more inclusive, responsive, and sustainable mechanism
for resolving domestic violence cases in Indonesia. These findings
are pivotal for policymakers in designing adaptive strategies to
bridge the urban-rural divide and strengthen the justice system.

DOI: 10.51903/hakim.v2i4.2194

Submitted: 23 Juni 2024, Reviewed & Revised: 19 Agustus 2024, Accepted: 03 September 2024
*Corresponding Author

I INTRODUCTION
Kekerasan domestik adalah persoalan serius yang menjadi perhatian global dan terus meningkat di
berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sepertiga

perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan mereka sepanjang
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hidup. Di Indonesia, laporan Komnas Perempuan mencatat lebih dari 11.000 kasus KDRT pada tahun
2022, angka yang mencerminkan tren peningkatan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Kekerasan ini tidak hanya menyebabkan luka fisik tetapi juga memberikan dampak psikologis yang
mendalam bagi para korban. Kondisi ini semakin parah di wilayah pedesaan, di mana akses terhadap
layanan bantuan seperti konseling atau dukungan hukum sangat terbatas. Di sisi lain, di perkotaan,
stigma sosial yang masih kuat sering kali menghalangi korban untuk melaporkan kasus atau mencari
bantuan, sementara norma budaya patriarkal di pedesaan membuat penyelesaian masalah secara holistik
menjadi tantangan yang sulit diatasi.

Pendekatan formal melalui jalur hukum sering kali dianggap tidak efektif dalam menangani
kompleksitas kasus KDRT yang melibatkan dinamika hubungan keluarga dan dampak emaosional yang
mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh (Nascimento et al., 2023), proses litigasi cenderung berfokus
pada penghukuman pelaku tanpa memberikan ruang bagi pemulihan hubungan keluarga atau
perlindungan terhadap kebutuhan psikologis korban. Selain itu, proses hukum formal sering kali
memakan waktu lama, sehingga menyulitkan korban yang memerlukan solusi yang cepat dan efisien
untuk melanjutkan kehidupan mereka. Literasi hukum yang rendah, terutama di wilayah pedesaan, juga
memperburuk masalah ini karena korban dan masyarakat sekitar sering kali tidak memahami hak
mereka atau prosedur hukum yang tersedia. Dalam kondisi ini, pendekatan alternatif seperti Restorative
Justice muncul sebagai pilihan yang lebih manusiawi dan adaptif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus
pada pemberdayaan korban tetapi juga mencakup upaya pemulihan hubungan melalui dialog dan

mediasi yang inklusif.

Restorative Justice kini mulai diterapkan di Indonesia sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan
kasus KDRT, dengan beberapa hasil yang menjanjikan. Laporan dari Kementerian Hukum dan HAM
pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 120 kasus KDRT berhasil diselesaikan melalui
pendekatan ini, dengan 80% di antaranya mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa
perlu melanjutkan ke pengadilan. Metode ini memberikan ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahan
mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, sambil menyediakan platform aman bagi korban
untuk menyampaikan perasaan mereka dan mendapatkan dukungan. Namun, efektivitas Restorative
Justice tidak merata di semua wilayah. Di perkotaan, pendekatan ini cenderung diterima dengan baik
berkat akses yang lebih baik terhadap mediator terlatih dan kesadaran hukum yang lebih tinggi.
Sebaliknya, di pedesaan, dominasi norma budaya konservatif dan kurangnya mediator yang kompeten
sering kali menjadi hambatan besar dalam keberhasilan pendekatan ini. Hal ini menunjukkan perlunya
penelitian lebih lanjut dan pengembangan strategi yang dapat mengatasi hambatan kontekstual di

wilayah pedesaan.

Berbagai penelitian terkait telah membahas penerapan Restorative Justice dalam menangani kekerasan
domestik, baik dalam konteks nasional maupun internasional. (Campbell et al., 2024) dan (Martinez et

al., 2022) menunjukkan bahwa Restorative Justice secara signifikan mampu mengurangi kekerasan
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berulang dengan mengutamakan pendekatan dialogis antara korban dan pelaku. Di Indonesia,
(Wahyudhi et al., 2024) menemukan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan harmoni keluarga dalam
kasus kriminal umum, meskipun penerapannya pada kekerasan domestik masih jarang dieksplorasi.
(Stahl et al., 2024) menyoroti keberhasilan Restorative Justice dalam 78% kasus di wilayah perkotaan,
terutama dalam mengurangi konflik berkepanjangan di dalam keluarga. Studi (Li, 2023) juga
mendukung hal ini, dengan mencatat bahwa tingkat keberhasilan pendekatan ini lebih tinggi di wilayah
urban dengan akses pendidikan hukum yang baik. Selain itu, (Wahyudhi et al., 2024) mencatat bahwa
Restorative Justice dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi ketidakpuasan korban terhadap

sistem hukum formal yang berlarut-larut.

Penelitian lokal lainnya, seperti oleh (Gugule & Mesra, 2022) dan (Suciyani et al., 2023), menunjukkan
bahwa keberhasilan Restorative Justice di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dukungan mediator dan
tokoh masyarakat. Namun, studi ini lebih berfokus pada kasus umum dan tidak secara spesifik meneliti
kekerasan domestik. Di tingkat global, (Kirkwood, 2022) mengungkapkan bahwa Restorative Justice
bekerja lebih efektif di komunitas dengan norma kolektif yang kuat, sementara (Choate & Tortorelli,
2022) menyoroti kendala budaya yang sering menjadi penghalang di masyarakat adat. (Firdaus &
Wulandari, 2023) dan (Saputra et al., 2024) mencatat bahwa kendala seperti norma patriarkal dan literasi
hukum yang rendah di pedesaan Indonesia masih menjadi tantangan utama. Lebih jauh lagi, penelitian
oleh (Ezema et al., 2023) dan (Rabaan & Dombrowski, 2023) memperlihatkan bahwa korban kekerasan
domestik di wilayah pedesaan sering kali menghadapi tekanan sosial yang menghambat partisipasi
mereka dalam proses mediasi. Dengan demikian, meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan
potensi Restorative Justice dalam berbagai konteks, kesenjangan penelitian mengenai penerapannya

dalam kekerasan domestik di pedesaan Indonesia tetap perlu diatasi.

Meskipun penelitian terdahulu menunjukkan efektivitas Restorative Justice dalam menangani kekerasan
domestik, terdapat kesenjangan penelitian signifikan terkait penerapannya di wilayah pedesaan. (Diver
et al., 2024) menemukan bahwa pendekatan ini mampu menurunkan kekerasan berulang hingga 65% di
wilayah perkotaan, tetapi penelitian ini tidak mencakup dinamika sosial dan budaya pedesaan. (Kimbrell
et al., 2023) juga mengungkapkan bahwa metode ini berhasil memperbaiki hubungan keluarga dalam
78% kasus di lingkungan urban dengan literasi hukum yang tinggi, namun hal serupa belum diteliti
secara menyeluruh di pedesaan. Selain itu, (Banwell-Moore, 2024) menunjukkan bahwa penerimaan
masyarakat terhadap Restorative Justice lebih tinggi di wilayah dengan akses informasi yang memadai,
sementara pengaruh norma budaya di pedesaan terhadap keberhasilan pendekatan ini masih kurang
dipahami. Hambatan-hambatan yang unik di pedesaan, seperti norma patriarkal yang kuat dan
keterbatasan akses informasi, dapat memengaruhi penerapan metode ini secara signifikan. Dengan
demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor kontekstual ini

berdampak pada penerapan dan efektivitas Restorative Justice di daerah pedesaan.
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Berbagai studi lain juga menyoroti tantangan spesifik dalam penerapan Restorative Justice di pedesaan.
(Valerio et al., 2024) dan (Susanto & Andini, 2023) menegaskan pentingnya mediator terlatih untuk
keberhasilan pendekatan ini, tetapi penelitian tersebut tidak mempertimbangkan hambatan struktural
yang ada di Indonesia, seperti kurangnya jumlah mediator di pedesaan. Dalam konteks lokal, (Oztiirk,
2022) dan (Nambiar et al., 2022) mencatat bahwa norma patriarkal sering menjadi penghalang utama,
sementara (Kulkarni & Notario, 2024) menunjukkan bahwa korban di pedesaan sering merasa tertekan
oleh stigma sosial dan tekanan komunitas. (Ferrari et al., 2022) dan (Navarro-Valverde et al., 2022)
menambahkan bahwa kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat, yang biasanya berpengaruh besar di
pedesaan, menjadi kendala lain yang perlu diatasi. (Lodi et al., 2021) menyoroti perlunya edukasi
tentang manfaat Restorative Justice, meskipun penerapannya masih sulit dilakukan di komunitas dengan
pemahaman hukum yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan
tersebut dengan mengevaluasi penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT di wilayah perkotaan
dan pedesaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, serta
mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi penerapannya di kedua konteks tersebut.
Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat
membantu meningkatkan efektivitas pendekatan ini dalam berbagai lingkungan sosial. Penulis
berhipotesis bahwa meskipun Restorative Justice memiliki potensi besar dalam mengurangi konflik
berulang, keberhasilannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor sosial, seperti norma budaya,
tingkat pendidikan, dan akses terhadap informasi hukum. Di wilayah pedesaan, norma-norma patriarkal
yang masih kuat serta kurangnya mediator terlatih dapat menjadi kendala utama dalam penerapan
metode ini secara optimal. Sebaliknya, di wilayah perkotaan, meskipun kesadaran hukum lebih tinggi,
stigma sosial terhadap korban KDRT dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses mediasi.
Dengan mengeksplorasi hambatan-hambatan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
wawasan yang lebih mendalam mengenai adaptasi dan pengembangan Restorative Justice yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat di kedua wilayah tersebut.

1. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods), yang menggabungkan pendekatan
kuantitatif melalui survei dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Pendekatan ini
dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan Restorative Justice dalam
kasus KDRT di dua wilayah sosial yang berbeda, yaitu perkotaan dan pedesaan. Dengan
mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif, metode ini memberikan peluang untuk mengidentifikasi
pola-pola umum sekaligus menggali nuansa mendalam yang mungkin tidak terungkap melalui satu

pendekatan saja. Kombinasi metode ini juga membantu memastikan validitas hasil penelitian dengan
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membandingkan temuan dari berbagai jenis data. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti
untuk memahami perbedaan persepsi masyarakat berdasarkan konteks sosial yang unik di masing-
masing wilayah. Dengan demikian, desain penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang

lebih kaya dan relevan untuk mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.
B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup individu yang terlibat langsung dalam kasus KDRT, seperti korban,
pelaku, mediator, dan tokoh masyarakat, di wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia. Sampel
penelitian melibatkan 300 responden untuk survei, yang terdiri dari 100 korban, 50 pelaku, dan 10
mediator dari masing-masing wilayah, dengan distribusi yang dirancang untuk memastikan representasi
yang memadai dari kedua konteks sosial tersebut. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap
20 partisipan terpilih, termasuk korban, pelaku, mediator, dan aparat hukum, untuk menggali wawasan
lebih mendalam tentang pengalaman individu dalam proses Restorative Justice. Pemilihan sampel
dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang memastikan bahwa hanya individu
yang relevan dan memenubhi kriteria inklusi yang dilibatkan dalam penelitian. Kriteria inklusi meliputi
keterlibatan langsung responden dalam proses Restorative Justice dan kesediaan mereka untuk
memberikan data secara sukarela, yang penting untuk menjamin kualitas dan validitas data yang
dikumpulkan. Jumlah sampel ditentukan dengan mempertimbangkan keragaman demografis, seperti
usia, tingkat pendidikan, dan status sosial-ekonomi, yang penjelasannya disajikan secara rinci dalam
tabel demografi penelitian ini. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan data yang dihasilkan tidak
hanya representatif tetapi juga relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi penerapan

Restorative Justice dalam konteks perkotaan dan pedesaan.
C. Prosedur Pengumpulan Data

Data survei dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada responden di dua
wilayah penelitian, yaitu perkotaan dan pedesaan. Kuesioner ini dirancang secara cermat untuk
mencakup berbagai aspek penting, seperti persepsi responden terhadap proses Restorative Justice,
tingkat kepuasan mereka, serta hasil yang dirasakan dari penerapan pendekatan tersebut. Distribusi
kuesioner dilakukan secara sistematis untuk memastikan representasi yang seimbang antara responden
di kedua wilayah sosial tersebut. Sementara itu, data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara
mendalam yang dilakukan secara langsung dengan panduan wawancara semi-terstruktur. Pendekatan
ini memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan narasi
individu yang terlibat dalam proses Restorative Justice. Semua wawancara direkam dengan persetujuan
responden untuk menjaga akurasi data, serta dianalisis secara rinci guna mendukung temuan kuantitatif
yang telah diperoleh melalui survei. Kombinasi teknik pengumpulan data ini dirancang untuk
memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan Restorative Justice di kedua konteks

sosial yang berbeda.

D. Proses Restorative Justice (Restorative Justice Process)
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Proses Restorative Justice dalam penelitian ini dirancang untuk menganalisis penerapannya dalam
menyelesaikan kasus KDRT di Indonesia melalui empat tahapan utama: identifikasi kasus, pertemuan
antara korban dan pelaku, mediasi dengan fasilitator, dan evaluasi hasil kesepakatan. Tahap pertama,
identifikasi kasus, berfokus pada pengumpulan informasi tentang jenis kekerasan, dampak terhadap
korban, serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan kasus tersebut memenuhi
kriteria Restorative Justice. Tahap kedua, pertemuan antara korban dan pelaku, memberi ruang kepada
korban untuk menyampaikan pengalaman mereka dan kepada pelaku untuk mengakui tindakan serta
memahami konsekuensinya, dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama dan rasa tanggung jawab.
Pada tahap ketiga, mediasi yang dipandu oleh fasilitator netral menjadi inti dari proses ini, di mana
diskusi diarahkan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencakup reparasi bagi korban dan langkah
pembinaan bagi pelaku guna mencegah kekerasan berulang. Tahap terakhir adalah evaluasi hasil
kesepakatan, yang bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan dan dampaknya terhadap korban serta
pelaku, termasuk keberhasilan dalam memulihkan hubungan sosial dan mengatasi hambatan yang
muncul. Analisis mendalam terhadap setiap tahapan ini dilakukan untuk mengevaluasi tantangan,
keberhasilan, dan kontribusi Restorative Justice dalam menciptakan mekanisme penyelesaian konflik
yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban maupun pelaku, seperti yang diilustrasikan pada
Gambar 1.

Identifikasi Kasus

Pertemuan Antara Korban dan Pelaku

Mediasi dengan Fasilitator

Evaluasi Hasil Kesepakatan

Gambar 1. Diagram alur proses Restorative Justice

E. Instrumen Penelitian
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Kuesioner yang digunakan dalam survei telah melalui proses uji validitas dan reliabilitas untuk
memastikan bahwa instrumen tersebut mampu mengukur variabel penelitian secara akurat dan
konsisten. Proses uji coba awal dilakukan pada sampel kecil yang memiliki karakteristik serupa dengan
populasi penelitian, sehingga hasilnya dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengumpulan data
utama. Selain itu, panduan wawancara disusun secara sistematis dengan mengacu pada indikator
penelitian yang relevan, khususnya terkait topik KDRT dan penerapan Restorative Justice. Panduan ini
dirancang untuk memastikan bahwa wawancara mendalam dapat menggali informasi yang bermakna
dari partisipan terkait pengalaman, persepsi, dan tantangan dalam proses Restorative Justice. Untuk
mendukung analisis data kualitatif, software NVivo digunakan sebagai alat bantu utama dalam
mengelola dan mengorganisasi data wawancara. Penggunaan NVivo memungkinkan peneliti untuk
melakukan analisis tematik secara efisien, mengidentifikasi pola-pola utama, serta memastikan bahwa
temuan kualitatif mendukung hasil survei kuantitatif dengan cara yang terintegrasi. Dengan kombinasi
instrumen ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam

mengenai penerapan Restorative Justice.
F. Prosedur Analisis Data

Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif untuk
memberikan gambaran menyeluruh tentang persepsi dan tingkat kepuasan responden terhadap proses
Restorative Justice. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi tren umum serta distribusi data yang
relevan dari kedua wilayah, yaitu perkotaan dan pedesaan. Selain itu, uji statistik inferensial seperti t-
test atau chi-square digunakan untuk mengevaluasi perbedaan signifikan antara responden dari kedua
wilayah tersebut, sehingga memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk membandingkan variabel-variabel
yang diuji. Pada sisi lain, data kualitatif dianalisis melalui metode tematik, yang bertujuan untuk
mengidentifikasi pola-pola utama serta tema-tema yang muncul dari wawancara mendalam. Analisis ini
dilakukan dengan bantuan software NVivo, yang digunakan untuk mempermudah proses pengkodean
data serta meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mengorganisasi temuan-temuan kualitatif.
Kombinasi dari analisis kuantitatif dan kualitatif ini tidak hanya memberikan pemahaman yang

mendalam tetapi juga memperkuat keandalan hasil penelitian melalui triangulasi data.
G. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Proses penelitian dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan yang terintegrasi untuk
memastikan kualitas dan validitas hasil yang diperoleh. Tahapan pertama adalah persiapan, yang
melibatkan penyusunan instrumen penelitian, termasuk kuesioner dan panduan wawancara, serta
pengujian awal untuk mengukur validitas dan reliabilitasnya. Setelah persiapan selesai, pengumpulan
data dilakukan selama dua bulan di wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan tujuan menjangkau
berbagai kelompok partisipan yang relevan. Data kuantitatif yang terkumpul dianalisis terlebih dahulu
menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial, diikuti dengan analisis data kualitatif untuk

melengkapi dan memperkaya temuan. Untuk mempermudah pemahaman alur penelitian, diagram visual
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yang menggambarkan tahapan proses Restorative Justice disediakan, memberikan representasi yang
jelas tentang langkah-langkah yang dilakukan. Pendekatan yang terstruktur ini diharapkan mampu
menghasilkan wawasan yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian, serta memfasilitasi

pengulangan studi di masa depan oleh peneliti lain.
H. Pertimbangan Etis

Penelitian ini dirancang dengan memperhatikan aspek etika secara menyeluruh untuk memastikan
pelaksanaannya sesuai dengan standar penelitian yang bertanggung jawab. Salah satu langkah utama
adalah memperoleh persetujuan tertulis (informed consent) dari semua responden, yang menjamin
bahwa mereka memahami tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, serta hak mereka sebagai
partisipan, termasuk hak untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. Selain itu, kerahasiaan data
responden dilindungi melalui pengkodean data secara anonim, yang bertujuan untuk menjaga privasi
individu dan mencegah kemungkinan identifikasi langsung oleh pihak lain. Penelitian ini juga telah
mendapatkan persetujuan resmi dari komite etik yang relevan, memastikan bahwa semua tahapan
penelitian memenuhi prinsip-prinsip etis yang ditetapkan. Nomor izin persetujuan komite etik akan
dicantumkan pada laporan akhir penelitian sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan
langkah-langkah ini, penelitian tidak hanya berusaha menghasilkan data yang valid tetapi juga
melindungi hak-hak dan kesejahteraan responden yang terlibat. Pendekatan ini memperkuat kredibilitas
penelitian sekaligus memastikan bahwa praktik etis menjadi bagian integral dari keseluruhan proses

penelitian.

I1l. RESULT AND DUSCUSSION
Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan variasi tingkat penerimaan Restorative Justice dalam kasus KDRT antara
wilayah perkotaan dan pedesaan, yang mencerminkan perbedaan dalam cara masyarakat di kedua
wilayah memahami dan menerima pendekatan ini. Responden di wilayah perkotaan memiliki tingkat
kepuasan sebesar 70%, yang sebagian besar disebabkan oleh akses informasi yang lebih baik serta
pandangan yang lebih progresif terhadap metode penyelesaian konflik alternatif. Sebaliknya, di wilayah
pedesaan, tingkat kepuasan lebih rendah, yaitu sebesar 50%, yang menunjukkan adanya hambatan dalam
memahami dan menerapkan pendekatan ini secara efektif. Perbedaan ini mengindikasikan adanya gap
penerimaan yang dapat disebabkan oleh norma sosial konservatif, rendahnya akses terhadap edukasi,
dan keterbatasan sumber daya lokal. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan upaya intensif
dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat pedesaan melalui sosialisasi
dan pelatihan yang kontekstual. Gambar 1 menggambarkan Grafik perbedaan signifikan antara wilayah

perkotaan dan pedesaan, yang dapat menjadi dasar untuk merancang strategi yang lebih adaptif.
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Gambar 2. Tingkat Kepuasah Terhadap Restorative Justice dalam Kasus KDRT

Tabel berikut memberikan rincian perbedaan persepsi berdasarkan kategori demografis seperti tingkat

pendidikan dan pendapatan:

Tabel 1. Perbedaan Persepsi Responden Berdasarkan Kategori

Kategori Demografis Perkotaan (%0) Pedesaan (%)
Pendidikan Rendah 50 40
Pendidikan Menegah 70 55
Pendidikan Tinggi 85 70
Pendapatan Rendah 45 35
Pendapatan Menegah 65 50
Pendapatan Tinggi 80 65

Tabel tersebut menggambarkan variasi persepsi populasi perkotaan dan pedesaan berdasarkan tingkat
pendidikan dan pendapatan, dengan tren yang menunjukkan peningkatan persentase persepsi pada
kategori pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi. Pada kategori pendidikan, responden di wilayah
perkotaan dengan pendidikan rendah memiliki persentase sebesar 50%, meningkat menjadi 70% pada
pendidikan menengah, dan 85% pada pendidikan tinggi; pola serupa terlihat di pedesaan, meskipun
angkanya lebih rendah, yaitu masing-masing 40%, 55%, dan 70%. Kategori pendapatan juga
menunjukkan pola yang konsisten, di mana responden di wilayah perkotaan dengan pendapatan rendah
memiliki persentase sebesar 45%, sementara pendapatan menengah dan tinggi masing-masing mencapai
65% dan 80%; pedesaan kembali menunjukkan angka lebih rendah, yakni 35%, 50%, dan 65% untuk
kategori yang sama. Secara umum, wilayah perkotaan memiliki proporsi persepsi lebih tinggi
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dibandingkan pedesaan, mengindikasikan pengaruh yang lebih besar dari akses informasi, infrastruktur,
atau kondisi sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan
dan pendapatan secara konsisten memengaruhi persepsi di kedua wilayah, dengan perbedaan signifikan
dalam proporsi antarwilayah. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami lebih jauh faktor-faktor

yang melandasi perbedaan tersebut.

Untuk memberikan konteks tambahan, grafik di bawah ini menunjukkan tren perkembangan kasus

KDRT di Indonesia selama lima tahun terakhir:

Tren Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 2019-2023
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Gambar 3. Tren Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRD) 2019-2023

Gambar 2 menggambarkan tren peningkatan jumlah kasus KDRT di Indonesia dalam lima tahun
terakhir, dari 2019 hingga 2023. Jumlah kasus tercatat meningkat secara konsisten, dari sekitar 2.000
kasus pada tahun 2019 menjadi 4.000 kasus pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan kesadaran
dan pelaporan kasus-kasus KDRT. Tren ini tidak hanya menunjukkan besarnya tantangan dalam
menekan angka kekerasan domestik, tetapi juga menggarisbawahi perlunya pendekatan penyelesaian
yang lebih efektif. Salah satu pendekatan tersebut adalah Restorative Justice, yang menawarkan solusi
berbasis pemulihan melalui reparasi kepada korban, pembinaan pelaku, serta upaya mencegah kekerasan
berulang. Grafik ini mengilustrasikan hubungan antara waktu dan jumlah kasus KDRT, dengan setiap
titik data mencerminkan total kasus yang dilaporkan per tahun. Pola yang terus meningkat ini
memperkuat urgensi pengembangan strategi pencegahan yang lebih komprehensif dan intervensi yang

mampu melindungi korban sekaligus mengurangi angka KDRT.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian
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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus
KDRT di wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan mempertimbangkan tingkat penerimaan masyarakat
terhadap pendekatan tersebut. Analisis menunjukkan bahwa tingkat penerimaan di wilayah perkotaan
mencapai 70%, yang terutama didorong oleh akses informasi yang lebih baik mengenai manfaat
Restorative Justice serta pandangan modern yang mendukung penyelesaian konflik secara non-
konfrontatif. Faktor-faktor ini mencerminkan kondisi sosial perkotaan yang lebih terbuka terhadap
pendekatan inovatif dalam penanganan konflik domestik. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, tingkat
penerimaan lebih rendah, yaitu sebesar 50%, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya
pemahaman masyarakat tentang konsep Restorative Justice. Selain itu, norma sosial yang lebih
konservatif dan kecenderungan untuk mengandalkan sistem hukum formal menjadi hambatan utama
dalam penerimaan pendekatan ini. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih
kontekstual dan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat pedesaan terhadap
Restorative Justice.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Hasil uji statistik menunjukkan perbedaan signifikan antara tingkat kepuasan di wilayah perkotaan dan
pedesaan (p < 0.05), yang menegaskan adanya disparitas penerimaan berdasarkan konteks geografis.
Analisis data lebih lanjut mengidentifikasi korelasi positif yang kuat antara tingkat pendidikan
responden dan penerimaan Restorative Justice (r = 0.72), menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan, semakin positif persepsi responden terhadap pendekatan ini. Temuan ini memperkuat
asumsi bahwa akses terhadap pendidikan dapat memengaruhi pemahaman masyarakat mengenai metode
penyelesaian konflik alternatif. Selain itu, korelasi ini mencerminkan bahwa pendidikan berperan
penting dalam membangun keterbukaan masyarakat terhadap inovasi dalam sistem hukum. Dalam
konteks ini, individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk
mengevaluasi manfaat jangka panjang dari pendekatan seperti Restorative Justice. Hal ini
mengindikasikan perlunya strategi edukasi dan sosialisasi yang disesuaikan untuk meningkatkan
pemahaman dan penerimaan masyarakat yang berpendidikan lebih rendah, terutama di wilayah

pedesaan.
D. Hasil Utama yang Signifikan

Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan Restorative Justice lebih tinggi di
wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan, yang mencerminkan perbedaan dalam akses informasi dan
pemahaman masyarakat terhadap pendekatan ini. Tingginya penerimaan di wilayah perkotaan sebagian
besar disebabkan oleh pandangan yang lebih terbuka terhadap metode penyelesaian konflik yang bersifat
restoratif. Sebaliknya, di pedesaan, norma sosial yang konservatif dan keterbatasan sumber daya
menjadi hambatan signifikan dalam penerimaan metode ini. Pengalaman korban, pelaku, dan mediator
menunjukkan bahwa Restorative Justice memiliki potensi besar untuk memulihkan hubungan, terutama

melalui dialog yang menghormati hak dan perspektif semua pihak yang terlibat. Namun demikian, hasil
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wawancara mendalam mengungkapkan bahwa mediator sering kali menghadapi kesulitan dalam
menjelaskan konsep Restorative Justice kepada masyarakat pedesaan, yang cenderung lebih familiar
dengan pendekatan hukum formal. Korban, di sisi lain, merasa lebih didengar dan dihargai dalam proses
ini, yang menjadi salah satu keunggulan utama dari pendekatan restoratif dibandingkan mekanisme
hukum konvensional. Temuan ini menggarisbawahi perlunya strategi komunikasi yang lebih adaptif dan
pelatihan mediator yang peka terhadap konteks sosial budaya untuk meningkatkan efektivitas
Restorative Justice di pedesaan. Tabel 2 merangkum kendala utama di setiap wilayah berdasarkan

wawancara mendalam:

Tabel 2. Rangkuman Kendala Utama di Setiap Wilayah Berdasarkan Wawancara Mendalam
Wilayah Kendala Utama
Kurangnya kesadaran tentang manfaat Restorative Justice; Resistensi terhadap metode
baru di komunitas tertentu

Perkotaan

Pedesaan Minimnya akses informasi; Norma sosial yang kuat mendukung pendekatan formal

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan adaptif dalam penerapan Restorative Justice,
khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda dibandingkan
wilayah perkotaan. Untuk meningkatkan penerimaan masyarakat, diperlukan edukasi yang menyeluruh
mengenai konsep dan manfaat pendekatan ini, disertai pelatihan mediator yang lebih komprehensif agar
mereka mampu menghadapi tantangan yang bersifat lokal. Pendekatan ini tidak hanya membutuhkan
pemahaman teknis, tetapi juga kepekaan terhadap nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di
komunitas pedesaan. Hasil ini sejalan dengan literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa
keberhasilan Restorative Justice sangat dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dalam menerima
alternatif penyelesaian konflik di luar sistem hukum formal. Upaya sistematis, seperti kolaborasi dengan
tokoh masyarakat dan penyelenggaraan sosialisasi yang intensif, dapat menjadi langkah penting untuk
menjembatani kesenjangan penerimaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, pendekatan
yang melibatkan komunitas lokal dalam merancang dan melaksanakan program Restorative Justice

dapat meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan pendekatan ini di tingkat akar rumput.
Discussion

Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan mencolok dalam tingkat penerimaan Restorative
Justice antara masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Tingkat penerimaan yang lebih tinggi di
wilayah perkotaan, yaitu mencapai 70%, menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan cenderung lebih
siap menerima pendekatan penyelesaian konflik yang bersifat non-konvensional. Faktor-faktor seperti
akses informasi yang lebih baik, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta budaya yang lebih terbuka
terhadap inovasi, tampaknya berkontribusi pada hasil ini. Sebaliknya, masyarakat pedesaan
menunjukkan tingkat penerimaan yang lebih rendah, hanya sebesar 50%. Hal ini diduga terkait dengan
norma budaya yang lebih konservatif, rendahnya akses terhadap informasi hukum, serta kurangnya

pemahaman terhadap konsep Restorative Justice. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menunjukkan
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bahwa konteks sosial dan budaya memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan

implementasi Restorative Justice.

Selain itu, hasil ini menegaskan adanya kebutuhan untuk memahami dinamika sosial yang memengaruhi
penerimaan masyarakat terhadap metode alternatif penyelesaian konflik. Di wilayah perkotaan,
penerimaan yang lebih tinggi mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya
yang tersedia, seperti edukasi hukum dan pelatihan mediator yang lebih memadai. Sebaliknya, di
pedesaan, Kketerbatasan sumber daya serta dominasi norma sosial tradisional menjadi hambatan
signifikan. Temuan ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memberikan implikasi
praktis bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif. Dengan memetakan faktor-faktor yang
memengaruhi penerimaan di kedua wilayah ini, penelitian ini memberikan dasar untuk merancang

intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini menunjukkan konsistensi dengan studi
(Li, 2023) dan (Stahl et al., 2024), yang menemukan bahwa penerimaan terhadap Restorative Justice
cenderung lebih tinggi di komunitas yang memiliki akses pendidikan dan informasi hukum yang lebih
baik. Di tingkat lokal, penelitian ini juga mendukung hasil studi (Stahl et al., 2024), yang menekankan
efektivitas Restorative Justice dalam meningkatkan harmoni keluarga dalam kasus kriminal umum.
Namun, penelitian ini memberikan tambahan penting dengan mengidentifikasi kesenjangan dalam
penerapan metode ini di pedesaan, yang masih jarang dieksplorasi. Studi (Wahyudhi et al., 2024),
misalnya, lebih berfokus pada konteks perkotaan dan belum mempertimbangkan tantangan unik yang
dihadapi masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskusi akademik dengan
menyoroti perlunya pendekatan yang lebih spesifik untuk mengatasi hambatan di pedesaan, seperti

norma patriarkal dan kurangnya mediator yang terlatih.

Namun, ada beberapa hasil yang tidak terduga yang muncul dari penelitian ini. Meskipun tingkat
penerimaan Restorative Justice di pedesaan lebih rendah secara keseluruhan, beberapa korban di
wilayah ini justru merasa lebih nyaman dengan pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat lokal.
Hal ini bertentangan dengan temuan (Navarro-Valverde et al., 2022), yang menyatakan bahwa norma
kolektif dapat menjadi penghalang dalam penerapan Restorative Justice. Dalam konteks Indonesia,
peran tokoh masyarakat tampaknya memberikan legitimasi tambahan terhadap proses mediasi, terutama
di komunitas pedesaan. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh nilai-nilai budaya lokal yang
memberikan penghormatan tinggi terhadap figur otoritatif di masyarakat, sehingga meningkatkan rasa
kepercayaan terhadap proses yang melibatkan mereka. Hasil ini menegaskan pentingnya
mempertimbangkan dinamika sosial yang spesifik dalam merancang dan melaksanakan program

Restorative Justice.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini menambah pemahaman tentang pentingnya konteks sosial dalam
memengaruhi keberhasilan pendekatan Restorative Justice. Secara praktis, temuan ini menunjukkan

perlunya pengembangan program pelatihan mediator yang lebih kontekstual, terutama di pedesaan.
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Program ini sebaiknya mencakup pelatihan yang tidak hanya menekankan pada teknik mediasi tetapi
juga pada pemahaman sensitivitas budaya lokal. Di samping itu, lokakarya berbasis komunitas yang
melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang manfaat pendekatan ini. Kebijakan yang mendukung akses yang lebih luas terhadap
pendidikan hukum di pedesaan juga menjadi esensial untuk mengurangi hambatan penerimaan. Dengan
demikian, hasil penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pengembangan kebijakan yang lebih

inklusif dan berbasis bukti.

Penelitian ini, meskipun memberikan wawasan yang penting, memiliki keterbatasan yang perlu dicatat.
Representasi populasi dari wilayah pedesaan mungkin belum sepenuhnya mencerminkan keragaman
sosial dan budaya yang ada. Selain itu, data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam
terbatas pada partisipan yang bersedia, sehingga kemungkinan adanya bias seleksi tidak dapat diabaikan.
Kurangnya data longitudinal juga menjadi kendala dalam mengevaluasi dampak jangka panjang
penerapan Restorative Justice. Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan
yang lebih komprehensif, termasuk melibatkan sampel yang lebih beragam dan studi jangka panjang
untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor
yang memengaruhi penerimaan juga penting untuk mengembangkan strategi implementasi yang lebih
efektif.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT di Indonesia
menawarkan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
korban serta pelaku. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan mekanisme penyelesaian yang tidak
hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial melalui reparasi bagi korban
dan pembinaan pelaku. Proses Restorative Justice, yang mencakup tahapan seperti identifikasi kasus,
pertemuan antara korban dan pelaku, mediasi yang difasilitasi oleh pihak netral, serta evaluasi
kesepakatan, memberikan wawasan yang signifikan tentang efektivitasnya dalam berbagai konteks
sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap tantangan utama dalam implementasinya, termasuk
kebutuhan akan fasilitator yang kompeten dan dukungan sistemik untuk memastikan keberlanjutan
kesepakatan yang dicapai. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak hanya menekan
angka kekerasan domestik tetapi juga mendorong proses pemulihan yang adil dan berkelanjutan.
Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik yang
mengintegrasikan Restorative Justice ke dalam sistem hukum Indonesia, sambil memastikan adanya
dukungan yang memadai bagi korban dan pelaku dalam setiap tahapan proses, termasuk pengawasan

yang konsisten untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi longitudinal yang memantau
implementasi Restorative Justice dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk mengevaluasi

dampaknya secara berkelanjutan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Studi semacam ini dapat
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memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana pendekatan ini mampu menciptakan perubahan
jangka panjang dalam hubungan sosial, serta menurunkan risiko kekerasan berulang di masa depan.
Selain itu, diperlukan eksperimen kontrol yang membandingkan pendekatan Restorative Justice dengan
metode penyelesaian hukum konvensional guna mengukur efektivitasnya secara empiris, baik dari segi
pemulihan korban maupun rehabilitasi pelaku. Penelitian juga perlu menelaah lebih dalam berbagai
faktor kontekstual, seperti budaya lokal yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses
mediasi, dinamika kekuasaan dalam hubungan rumah tangga yang mungkin memperumit negosiasi,
serta keterlibatan komunitas dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan. Analisis ini tidak hanya
relevan untuk mengidentifikasi tantangan dalam implementasi, tetapi juga untuk merancang strategi
intervensi yang lebih adaptif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian di masa depan dapat
memberikan panduan yang lebih terperinci, berbasis bukti, dan praktis bagi pengembangan kebijakan
Restorative Justice yang berkelanjutan, inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara

menyeluruh.
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